PENDAHULUAN L

s '.Dalam era global:sas; ‘saat’ ini,” tuntu‘tan
... 838 lraSI yang. mengarah ada asp_araSt

“dis semua bzdang keh:dapan mengharuskan
_ ‘semua pemerintahan negara-negara di
i duniasmelakukan perubahan-besar-
“besaran’ terhadap format keiembagaan
yang diwarisi dari masa; Jalus Demikian
'::-halnya di: mdonesaa munculnya gerakan
reformasi- tahun 1998 telah membawa
Ak 'perubahan yarag sangat s;gnlf kan dalam
"f"‘-'f._kehldupan demokras; : sistem
ketaianegaraan dan penyelenggaraan
™ :_:___.-pemermiahan diindorigsia. ‘Perubahan
 “tersebut juga’menuntut-agar:dilakukan
opembaruan idi sektor buokras: dan
: adm:mstras: pubizk """"

A Namun ketika ide pembaruan sektor
1+ birokrasi yang difokuskan pada pembaruan
- kelembagaan diterima’ sebagai pendapat

- umum, ‘maka di mana semua lini dan
‘semua’ bidang selalu diusahakan untuk

-~ ’menerapkan ide pembeniukan lembaga
dan organisasi baru iiu dengan idealisme
yaitumodernisasi dan pembaruan menuju
~-gfisiensi dan-efekiivitaspalayanan. Hal
yvang menjadi permasalahan adalah bahwa
proses pembeniukan lembaga-lembaga
haru-ituyang tumbuh-cepat:bagaikan
crreendawan diomusimhujan ternyata

' y I.’lg.mét&mg dan komprehensﬁ

d:dasarkan atas desazn

e._.pemb _ruan yang menyertat
tukan '._lembaga Iembaga baru

.. tersebut pada umumnya didasarkan atas
--.dorongan_ untuk mewugudkan suatu mo-

.:.'mentum pohtzk yang lebih. ‘memberikan
. kesempatan

untuk dllakukannya

" demokratisasi. di segala bidang. Oleh

.. ... karena.itu, frend pembeniukan lembaga-
_.'_Iembaga baru tersebut menimbulkan
- _:permasalahan Ialn yaltu bahwa;umlahnya
.. .yang: banyak sekali namun tidak disertai
....dengan_ penmutan peran. birokrasi yang

.. besar. Akibatnya: menimbulkan. inefisiensi

_ :.'_;dan mengacaukan fungs: fung& antar

.. .. lembaga-lembaga negara itu sendiri dalam
;'";_mengefektifkan dan mengeﬂsnensakan

Il KELEMBAGAAN

pelayanan umum.

‘DALAM SISTEM

KETATANEGARM?\% REPU SMK ENDON ESIA

1.

Secara umum daiam sistem

..ketatanegaraan Rep_u_b!n_(. indonesia,

o Undang-Undang Dasar Negara Republik
. Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur

dengan-jelas dan-tegas-keberadaan

lembaga-lembaga negara yaitu lembaga

kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat

| {DPR), Dewa'n Perwakilan Daerah (DPD),

Ma;eils Per musyawaratan Rakyat (MPR),
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Mahkamah Agung (MA), Mahkamah

Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan
badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, dalam strukiur Pemerintah
Pusat sebagai pelaksanaan amanat Pasal
17 ayat (2} Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun1945,:dalam : -
melaksanakan tugasnya Preszden dibantu "~

oleh -para-menteri: yang. ‘diwadahi dalam
bentuk kementenan negara. Kefembagaan
kementerian negara saat ini sudah memiliki

payung hukum yang mengatur organisasi

kementerian negara.berupa Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kemenierian Negara. Saat ini teiah
dibentuk 34 (tiga puiuh empa’s) kementenan
:negara B

. Selain itu untuk mendukung peiaksanaan
”--tugas dan’ funQSi tertentu pemermtahan
‘Presiden juga membentuk Lembaga

" Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

“yang merupakan spectal agency yang

" melaksanakan tugas dan fungsi spesifik

~‘tertentu dalam rangka mendukung
“kebijakan fungs:~fun93| pemenniahan yang
“dilaksanakan oleh kementerian negara.
‘Saat ini secara keseluruhan telah terdapat
- 28 (dua puluh delapan) LPNK. Diluar tugas
kementenan negara dan LPNK tersebut,

' juga terdapat lembaga yang menjalankan

tugas khusus yang diplmpln oleh pejabat
~'setingkat Menteri seperii Tentara Nasional
~Indonesia, Kepolisian Negara Republik In-
donesia, Kejaksaan Republik Indonesia,
dan Sekretariat Kabinet.

Di iuar kementerian negara, LPNK, dan
lembaga yang dipimpin cleh pejabat
setingkat Menteri tersebut, dalam prakiik
penyelenggaraan negara dan
pemerintahan, terdapat juga lembaga-
lembaga lain yang dikenal dengan lembaga
non struktural (LNS) vang sangat bervariasi
apabila dilihat "dari” dasar hukum
pembentukannya, tujuan pembentukan,
tugas dan fungsi, dan strukiurnya. Hingga
saat ini jumiah LNS sudah tertampau
banyak yaitu 88 (delapan puluh delapan),
melebihi jumlah kementerian dan LPNK.

Menjamurnya Lembaga Non Struktural
(LNS) disebabkan beberapa kenyataan
dan asumsi sebagai berikut: Pertama,

" pemerintahan
.penyelenggaraan pemeriniahan belum
‘menjalankan”fungsi koordinasi yang

terjadinya perkembangan urusan
pemerintahan tertentu vang
diselenggarakan oleh organisasi

pemerintzhan yang semakin kompleks
sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola
secara regular dalam organisasi yang
bersangkutan; Kedua, Lembaga-lembaga
yang ada dalam

maksimal, sehingga perlu adanya

dukungan dimensi koordinasi yang lebih

kuat; Kefiga, adanya tuntutan
penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik {good governance) yang mendorong
peran serta aktif swasta dan masyarakat
dalam penyelenggaraan negara :dan

_ peme_rin‘tahan.

1 KEB?JAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN

DALAM

KERANGKA  REFORMASI

B%RGKRAS!

-

Salah satu upaya uniuk mewujudkan

- kepemerintahan yang baik (good gover-

" .nance).adalah dengan melakukan
- pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem. penyelenggaraan
pemerintahan melalui pelaksanaan
- reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi

adalah langkah strategis  untuk
membangun aparaiur hegara agar lebinh
berdaya guna dan berhasil guna dalam
mengemban tugas pemeriniahan dan
pembangunan nasional.

Khusus di bidang kelembagaan, strategi
yang dilakukan dalam mendukung
pelaksanaan reformasi adalah disusunnya
8 (delapan) agenda reformasi bidang
kelembagaan. Kedelapan agenda tersebut
dilakukan secara bertahap dan sitematis,
sehingga diharapkan akan dapat
mewujudkan kelembagaan pemerintah
yvang proporsional; efekiif dan efisien
sesuai dengan arah kebijakan di bidang
pendayagunaan aparatur negara. Selain
itu, salah satu kebijakan untuk menciptakan
strukiur organisasi yang efekiif dan efisien
adalah telah ditandatanganinya kontrak
kinerja antara Presiden dengan Menteri
Negara PAN dan RB vang menjadi salah
satu dasar dalam melakukan penataan
kelembagaan.




228 (delapan) r-:mnndsz reformasi_ bidang

200850 mn*am& m?céﬂme%enan

REA ka!embagaan untuk tahun 2010-2014
 “tersebut adalah: '

_‘_:_;a.__.a_,.penyusunan.-:;.5..

grand _ design
keiembagaan___pemermiah

...b.. penataan. Organlsam kementerian

. hegara; -
:.penataan orgamsasn Lembaga

.. Pemerintah Nonkementerian (LPNK);

evaluasidan penataan orgamsasn Unit

.-_2-_Pelaksana,Teknls S

7 :evaluasi dan penataan satuan kerja

yang menerapkan Pola Pengelolaan

i Keuangan  Badan: Layanan Umum

oo (PPIC-BLUY; :

« 1. penataan: organ;sas: Sekretariat

- olembagaNegara; -

7 g.~penataan Organisasi Lembaga Non
- -Struktural (LNS); dan

= h}_ evaluasn dan penataan kelembagaan

' 'F’emenntah Daerah

Sl Beberapa kebuakan yang telah dilakukan

- dalam rangka: penataan kelembagaan
aniara lain: 7

* Dalam -rangka mengantasmaSI usul
- pembeniukan: - unit organisasi
- ~Kemenierian/Lembaga telah
‘ditandatangani = Kontrak Kinerja
Presiden dengan Menieri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
.-+ Reformasi Birokrasi di mana salah satu
- butirnya adalah “fidak merencanakan
- .dan/atau membentuk lembaga/badan/
-institusi - baru- lainnya maupun
mengubah struktur/ftugas pokok/fungsi
dan lembaga/badan/institusi lainnya
yang sudah ada kecuali atas perintah
- langsung dari Presiden”. Hal tersebut
selaras dengan dikeluarkannya
. - -kebijakan .moratorium PNS, karena
--moratorium PNS tlidak akan berhasil
dilaksanakan tanpa didukung adanva
-moratorium -pembenfukan unit
organisasi.

b. Penataan organisasi Kementerian
Megara

1) Saat ini, telah dilakukan penataan

terhadap organisasi Kementerian

MNegara seiring dengan terbitnya

* Undang-Undang Nomeor 39 Tahun

o 2) -g_Selam

‘Negara." Kehadiran undang-
- undang tersebut menjadi titik awal
.+ ‘reformasi birokrasi guna mewujud-
kan tata kelo]a pemenntahan yang
; -Ebalk

, u'ndang -undang
" tersebut telah menetapkan urusan

" v yang menjadi tugas pemerintahan
. yang. kemudian- dlaphkas;kan
-...dalam .. jumlah . maksimal
__-;_kementeﬂan negara seria
. -.mengatur pula iugas dan fungsi

- kementerian, di mana hal tersebut

"_'.__m_eru_paka&n;;fp'e_rtama kalinya -

_dilaksanakan. .dalam sejarah
o pemerintahanRepub!ik Indonesia.

: c Penataan orgamsas; Lembaga

-'Pemermtah Non Kementerian

L aPNK)

. ‘i) Saat ini teiah terdapat 28 (dua
- = puluh delapan) LPNK yang dalam
perkembangannya ternyata
~menimbuikan permasalahan baik
dari ' timbulnya dualisme
- pengaturan, kecenderungan over-
lapping dalam pelaksanaan tugas
~dan .. fungsinya dengan
Kementerian, strukiur organisasi
. yang semakm besar, maupun

- permasalahan koordinasi.

©2) Penataan organisasi LPNK
dilakukan sejalan dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 yang telah mengamanatkan
mengena: perubahan nomenklatur
yang semula Lembaga
Pemerintah Non Departemen
menjadi Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, dan memperiegas
bahwa LPNK dikoordinasikan oleh
Menteri yang terkait dengan
bidang tugasnya (vide Pasal 25
Uy Nomor 39 Tahun 2008).
Adanya penegasan tersebut,
maka ke depan tidak ada lagi
LPNK vang secara langsung
melaporkan kepada Presiden
tanpa koordinasi dengan Menteri
yang mengkoordinasikannya.




..dalam wakin dekat Kemenierian

3. Selain i, saatini tengah dilakukan
..penyusunan - Rancangan
~-Peraturan. Presiden yang akan

—oomengatur -kembali konstruksi

.:-kelembagaan LPNK ke depan
secara menyeluruh dengan

. memperhatikan perkembangan
. :_',f'dan dmamika yang terjadi.

- Penataan oﬁ'gamsasa Unit Pelaksana
o .Tekms {UPT)

sani -.1 ) DIl hngkungan Kementenaﬂ/LPNK

“"dapat” dlbemuk UPT vang
'E”merupakan 'organisasi mandiri
" Untuk melaksanakan tugas teknis

‘Operasional tertentu dan/atau

' tugas teknis penunjang tertentu
~ dan organisasi induknya. Dalam

_perkembangannya, ternyata
' terjadi kecenderungan Kemen-

“terian/LPNK membentuk banyak

UPT di daerah dengan eselon

0 iertinggi vaitu llb: Kecenderungan
“tersebut-menimbulkan perma-
~salahan baik-dari aspek beban

-anggaran - onegara  maupun
~danggapan dan Pemerintah

Daerah:dalam kerangka otonomi

daerah:- -

2) Oleh karena itu, sebagai upaya
- selekiifitas dalam pembentukan
- UPT, maka diambil kebijakan yaitu
- diaturnya persyaratan dalam
.~ - pembentukan dan pengubahan di
-mana salah satu persyaraian
~adalah rekomendasi dari Kepala
Daerah.di mana UPT tfersebui
didirikan. Rekomendasi tersebut
dimaksudkan sebagai bentuk
dukungan dari Pemerintah Dasrah
terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi UPT tersebut.

3) -Selain itu,-adanya kebijakan untuk
melakukan perubahan eselon
tertinggi pada UPT yang semula
aselon b menjadi eselon lil.a
sebagaimana amanat Pasal 92
Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian
Negara. Terhadap UPT yang saat
int sudah berstatus eselon H.b,

5 A

- PAN.dan RB akan melakukan
evaluasi terhadap UPT tersebut.
Penataan Organisasi Lembaga Non
Struktural (LNS) ~

1) Berdasarkan hé’si!_evaﬁjasi dan

2) Dalam

Kementerian PAN dan RB,
Kementerian Sekretariat Negara,
“Kementerian Keuangan Lembaga

o Administrasi- Negara; dan Badan

Kepegawalan Negara saat ini
.. terdapat..88. (delapan pufuh

cdelapan):LNS yang bervariasi

- dasar hukum-pembentukannya.

perkembangannya,

 ternyala keberadaan LNS tersebut
menimbulkan permasalahan
kompleks dikarenakan kecen-
derungan semakin berkem-
bangnya jumlah LNS dan
bervariasinya dasar hukum
pembentukan, tujuan pemben-
tukan, tugas, fungsi, dan struktur

~ organisasi. Implikasi dan kondisi
tersebut menimbulkan potensi
bahwa  banyak LNS yang
- mempunyai tugas dan fungsi vang
fumpang tindih dengan tugas dan
fungsi kementerian/LPNK. Hal ini
secara kelembagaan tentu
menjadi kurang efisien dan efektif
atau bahkan berpotensi
menimbulkan friksi/konflik antar
instansi -atau -menciptakan
birokratisasi baru yang pada
ujungnya dapat merugikan
masyarakat.

3). Untuk mengatasi hal tersebut,
pada tanggal 12 Juli 2011 telah
dilakukan Rapat Kerja Komisi I
DPR R! dengan Menieri Negara
PAN dan RB dan Menteri Hukum
dan MAM yang menghasilkan
beberapa kesepakatan yaitu:

a} Komisi H DPR mendesak
Menteri Negara PAN dan RB
untuk relakukan inventarisasi
dan penataan tierhadap
seluruh LNS di Indonesia;

b) menyusun Grand Design
penataan ssluruh LNS;




S ‘_-,.;ur‘} ma«nmmkéanwnwdamaaa sl ,agar@aaukubga&“a p@a&@aq%ps@b{;m N
- penghapusan 4 (empat) LNS .

| dan pengalihan ; T (tu;uh) LNS
odan

.d)__;segefa menyusun fancangan- SRR

"'j_Undang Undana tentang
LNS. S .

<D sampmg ;i’u Pemenntah dan; _

“DPR sapakat agar ke depan . -

: ___";-daEam menyusun: perundang~._; Y

. undangan: t:dak tagl membenkan [
~opeluang (amar) “tentang -

' '3:'pengaturan!pembentukan

lembaga baru- apalagi secara
khusus .. menentukan besar
organssasmya ‘ '

4} Uniuk tahap pertama talah-

dilakukan evaluasi dan verifikasi
‘terhadap 11 (sebelas) LNS yang
hasilnya 10 (sepuluh) LNS
diusulkan kepada Presiden untuk
dibubarkan. Terhadap rencana
pembubaran tersebut, telah
disampaikan Rancangan
Peraturan Presiden vyang
mengaiur mengenai pembubaran
kesepuluh LNS dimaksud.

4. Sebagai bagian dan reformasi birokrasi,

pelaksanaan evaluasi terhadap LNS
tersebut merupakan kebijakan yang harus
dilakukan secara kontinu dan
berkesinambungan. Dengan demikian, ke
depan evaluzasi tersebut akan dilakukan
secara menyeluruh.

. atas dlharapkan merupakan suatu iangkah” :
'awaldan proses reformasz b:rokras; dalam
rangka mendukung terwujudnya good .
~govemance. Selain itu, langkah kebijakan -
i 'penataan tersebut dudasarkan pada visi,”
‘misi, sasaran strategl agenda keb;jakan
- program dan kmerja kegiatan yang .
.jterencana d dzarahk_a_n_ pada'_'__ =
_-_.:tefbangunnya sosok birokrasi. yang ..
o -'nghts;zmg, efisien, efektlf akuntabe! serta
~terjalin’ dengan 3elas satu sama lain

o .sebagal satu kesatuan bzrokras; nasional.

Di. sampmg _it_u_, upaya penataan 3
kelembagaan tersebut dilakukan agar
terczpta good public governance dengan
melakukan pembenahan dan penataan
ulang terhadap tugas, fungsi, dan struktur
organisasi dengan berdasarkan kepen-
tingan bangsa dan negara serta melalui
pertimbangan yang matang, bukan
didasarkan pada politik kepentingan
jangka pendek.

V. PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat
disampaikan, semoga bermanfaat bagi seluruh
peserta Focus Group Discussion ini khususnya
dalam menyusun langkah-langkah penataan
kelembagaan pemeriniahan yang diarahkan
untuk mewujudkan postur organisasi vang
proporsional, efisien, dan efekiif.






